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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Kedudukan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran merupakan
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang - Undangan yang
lebih tinggi sesuai dengan ketentuan UU No.12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, UU No 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa.

2. Pelaksaaan Pembentukan Desa Persiapan Dantar terdapat
kendala - kendala yang meliputi aspek : Sosial - Budaya, Ekonomi,
serta Geografis.

3. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi
kendala - kendala pembentukan desa persiapan dantar ialah
peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan,
peran pemerintah daerah maupun pusat dalam membangun desa

ditempatkan pada posisi yang tepat, sosialisasi oleh aparatur
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pemerintah desa mengenai pentingnya pengembangan organisasi
terutama bagi masyarakat yang berdomisili di desa tersebut, peran
kepala desa terhadap pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa
di Kecamatan serta Kabupaten hendaknya dilakukan secara
konsisten dan berkesinambungan, dilakukan pengawasan yang
secara rutin terutama terhadap kegiatan masyarakat yang

menunjukkan adanya kegiatan pembangunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka

diajukan saran, antara lain :

1. Diharapkan dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Pemerintah
Daerah lebih melihat sumber daya manusia di Desa sebelum
mengeluarkan Peraturan Daerah agar dalam pelaksanaanya dapat
sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

2. Masyarakat sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah diharapkan
lebih diikut sertakan dalam pembuatan Peraturan Daerah. Hal
tersebut bertujuan agar ketika Peraturan Daerah diimplementasikan

tidak merugikan dan memberatkan masyarakat.
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3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran (Lampung) diharapkan
dalam membuat Peraturan Daerah lebih ditekankan lagi pada kultur
dan karakteristik yang menjadi ciri khas Kabupaten Pesawaran. Hal
tersebut bertujuan agar dapa membedakan antara Peraturan
Daerah di Kabupaten Pesawaran dengan daerah lainnya.

4. Diperlukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai
Pembentukan Desa, karna bila dilihat dari Penjelasan Pasal 8 Ayat
(1) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
pembentukan desa dapat dilakukan berupa, a) Pemekaran dari 1
(satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, b) Penggabungan
bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, c)

Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
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